
 

KOMISI PEMILIHAN UMUM 
KABUPATEN HALMAHERA UTARA 

 

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  

KABUPATEN HALMAHERA UTARA 

NOMOR 11 TAHUN 2026 

TENTANG 

 PEMBENTUKAN TIM AGEN PERUBAHAN PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS 

 MENUJU WILAYAH BEBAS KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI  

DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HALMAHERA UTARA 

 

 SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HALMAHERA UTARA, 

Menimbang : a. Bahwa untuk mewujudkan perubahan yang lebih baik 

dalam kualitas tata kelola pemerintah sehingga 

dampaknya stakeholder dapat merasakan kualitas 

layanan yang semakin prima dan bebas dari korupsi; 

b. bahwa untuk mentransformasi sistem dan mekanisme 

kerja organisasi serta mindset (pola pikir) dan cultureset 

(cara kerja) individu ASN menjadi lebih adaptif, inovatif, 

responsif, profesional dan berintegritas; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan 

Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum 

Kabupaten Halmahera Utara tentang Pembentukan Tim 

Agen Perubahan Pembangunan Zona Integritas Menuju 

Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih 

dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum 

Kabupaten Halmahera Utara. 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 

Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari 

korupsi, kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan 

Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah 

dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang 

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas 

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan 

Umum Menjadi Undag-Undang (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863); 
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3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur 

Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6897); 

4. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand 

design Reformasi Birokrasi 2010-2025; 

5. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang 

Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Lembaran Negara 

Republik Indonesia tahun 2018 Nomor 108); 

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi Nomor 27 Tahun 2014 tentang 

Pedoman Pembangunan Agen Perubahan di Instansi 

Pemerintah; 

7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang 

Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju 

Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih 

dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1571) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 

Birokrasi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan atas 

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang 

Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju 

Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih 

dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 444);  

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 

2023 tentang Perubahan kelima atas Perubahan Komisi 

Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata 

Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum 

Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/kota; 

9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 

2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi 

Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, 

Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata kerja Sekretariat 

Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi 

Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi 

Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; 

MEMUTUSKAN 

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM 

KABUPATEN HALMAHERA UTARA TENTANG PEMBENTUKAN 

TIM AGEN PERUBAHAN PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS 

MENUJU WILAYAH BEBAS KORUPSI DAN WILAYAH 

BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI 

PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HALMAHERA UTARA 

KESATU : Menetapkan susunan Tim Agen Perubahan Pembangunan 

Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan 
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Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi 

Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Utara sebagaimana 

tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan 

bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.  

KEDUA : Agen Perubahan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU 

memiliki tugas :  

1. Membangun budaya kerja yang positif dan menerapkan 

nilai-nilai organisasi dalam pelaksanaan tugas sehari-hari;  

2. Melakukan perubahan pola pikir dan budaya kerja pada 

unit kerja, yang diusulkan sebagai Zona Integritas menuju 

WBK dan WBBM;  

3. Menurunkan resiko kegagalan yang disebabkan adanya 

resistensi terhadap perubahan;  

4. Mengsawasi seluruh anggota pada unit kerja agar terlibat 

dalam pembangunan Zona Integritas menuju WBK dan 

WBBM; 

5. Menyusun rencana kegiatan mengenai manajemen 

perubahan; 

6. Membuat laporan kegiatan mengenai manajemen 

perubahan. 

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 

Ditetapkan di Tobelo 

pada tanggal 07 Januari 2026 

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM 

KABUPATEN HALMAHERA UTARA, 

 

 

        ttd 

 

          NAJMAH KALAUW 

Salinan sesuai dengan aslinya 

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM 

KABUPATEN HALMAHERA UTARA 
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum, 

 

 

 

Iksan Latif 
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LAMPIRAN  

KEPUTUSAN SEKRETARIS  

KOMISI PEMILIHAN UMUM  

KABUPATEN HALMAHERA UTARA  

NOMOR 11 TAHUN 2026  

TENTANG  

PEMBENTUKAN TIM AGEN PERUBAHAN 

PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU 

WILAYAH BEBAS KORUPSI DAN WILAYAH 

BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI 

LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM 

KABUPATEN HALMAHERA UTARA.  

 

SUSUNAN TIM AGEN PERUBAHAN PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS  

MENUJU WILAYAH BEBAS KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI  

DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HALMAHERA UTARA TAHUN 2026 

 

No Nama Jabatan Kedudukan 

dalam Tim 

1. Najmah Kalauw, S.Sos Sekretaris Ketua Tim 

2. Abdul Azis Tobuku, SH Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data 
dan Informasi 

Anggota Tim 

3. Rosmiyati Salama, SE Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum 
dan Logistik 

Anggota Tim 

4. Iksan Latif, SE Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara 
Pemilu dan Hukum 

Anggota Tim 

5. Arun Mussyarif Zakariah, 

SH 

Kepala Sub Bagian Partisipasi Hubungan 
Masyarakat dan SDM  

Anggota Tim 

6. Nurfitriyati Daud, SE JF Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama Anggota Tim 

7. Ulfa HI Muhammad, S.Sos JF Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama Anggota Tim 

Ditetapkan di Tobelo 

pada tanggal 07 Januari 2026 

                SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM 

KABUPATEN HALMAHERA UTARA, 

    

  ttd 

 

                  NAJMAH KALAUW 

 

 

 

 

Salinan sesuai dengan aslinya 
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM 

KABUPATEN HALMAHERA UTARA 

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum, 

 

Iksan Latif 
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